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A. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara dan berperan

penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Menurut Mardiasmo (2022), pajak

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan

untuk kepentingan negara serta kesejahteraan rakyat. Hal ini berarti setiap wajib pajak

memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara akurat

dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam konteks perpajakan di Indonesia, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

memiliki dampak signifikan terhadap total penerimaan negara. Berdasarkan data dari

Direktorat Jenderal Pajak, sektor Pajak Penghasilan menyumbang lebih dari 60% dari

penerimaan pajak nasional setiap tahun. Salah satu komponen utama PPh adalah Pajak

Penghasilan Pasal 21, yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,

tunjangan, dan pembayaran lain kepada individu yang bekerja di perusahaan atau instansi

pemerintah. Menurut Waluyo (2023), tanggung jawab pemotongan dan pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 21 sepenuhnya berada di pihak pemberi kerja, sehingga memerlukan

sistem administrasi yang terorganisir dan terintegrasi.

Seiring kemajuan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem

administrasi perpajakan Coretax sebagai bagian dari modernisasi sistem administrasi

perpajakan Indonesia. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-06/PJ/2024,

Coretax dirancang untuk menggantikan sistem lama, DJP Online, dengan tujuan

memproses semua layanan perpajakan secara digital dan real-time, mulai dari

pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran hingga pengawasan perpajakan. Tujuan

penerapan sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akurasi data, dan

kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

PT Great Bay Shipyard adalah perusahaan yang beroperasi di sektor jasa galangan

kapal dengan tenaga kerja yang signifikan. Aktivitas operasionalnya melibatkan

pengelolaan sistem penggajian yang kompleks, sehingga perhitungan dan pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 21 menjadi komponen penting dalam sistem akuntansi perusahaan.
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Sebelum implementasi Coretax, administrasi perpajakan dilakukan secara manual melalui

aplikasi terpisah seperti e-Filing dan e-Billing.

Hasil survei DJP tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kesalahan pelaporan pajak

oleh perusahaan menurun sebesar 28% setelah penerapan sistem Coretax. Hal ini

menunjukkan bahwa digitalisasi dalam sistem administrasi perpajakan memiliki dampak

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, menurut studi Sari (2023) mengenai

adopsi sistem perpajakan digital, transisi ke sistem baru seperti Coretax memerlukan

adaptasi yang signifikan, terutama bagi perusahaan yang belum terbiasa dengan sistem

akuntansi perpajakan otomatis.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem

administrasi perpajakan berbasis digital seperti Coretax merupakan langkah strategis

dalam upaya meningkatkan efektivitas dan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Oleh

karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi sistem administrasi

Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui Coretax di PT Great Bay Shipyard untuk menentukan

sejauh mana sistem ini secara efektif mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan

perusahaan, serta tantangan yang dihadapi selama implementasinya di lapangan.
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B. Tinjauan Pustaka

a. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Pajak berperan penting sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran pemerintah serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui

kebijakan fiskal.

b. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja, bendahara

pemerintah, atau penyelenggara kegiatan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh

orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Objek PPh

21 meliputi penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, gratifikasi, dan

pembayaran lain dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

dilakukan (Kemenkeu RI, 2023).

c. Dasar Hukum

Hukum utama yang mendasari PPh Pasal 21 adalah Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya Pasal 21 ayat 1), serta

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penentuan dan

Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) atas PPh Pasal 21.

d. Objek, Subjek, dan Perhitungan

Objek pajak meliputi penghasilan bruto karyawan setelah dikurangi PTKP, biaya

jabatan 5%, dan iuran wajib seperti BPJS.​ Adapun subjek pajak adalah pegawai tetap,

bukan pegawai, WNI, dan WNA di Indonesia. Untuk perhitungan bulanan menggunakan

tarif progresif Pasal 17 UU PPh atau TER.
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e. Sistem Administrasi PPh Pasal 21

Sistem administrasi perpajakan PPh Pasal 21 mencakup seluruh rangkaian kegiatan

yang berhubungan dengan pengelolaan pajak mulai dari proses pemotongan, pencatatan,

penyetoran, pelaporan, hingga dokumentasi bukti potong. Menurut Mardiasmo (2021),

sistem administrasi perpajakan yang baik harus memenuhi prinsip efisiensi, akurasi, dan

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan.

Tahapan sistem administrasi PPh 21 antara lain:

1. Pengumpulan dan verifikasi data karyawan.

2. Perhitungan bruto dan penetapan tarif PPh Pasal 21.

3. Pemotongan PPh Pasal 21

4. Penginputan PPh Pasal 21 Melalui Coretax.

5. Pelaporan SPT Masa PPh 21.

6. Penyimpanan data seperti BPE, bukti pembayaran, dan SPT Masa.

f. Coretax

Coretax atau Core Tax Administration System (CTAS) adalah sistem administrasi

perpajakan yang dikembangkan oleh DJP sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem

Inti Administrasi Perpajakan (PSAP). Pengembangan sistem ini didasarkan pada Peraturan

Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Coretax menyatukan berbagai layanan

perpajakan yang sebelumnya tersebar di beberapa aplikasi terpisah, seperti pendaftaran

wajib pajak, pengajuan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), pembayaran pajak, audit, dan

penagihan pajak. Dengan sistem ini, wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan

perpajakan melalui satu portal.

Penerapan Coretax bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan,

meningkatkan kualitas data perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta

memfasilitasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu, sistem ini

mendukung transformasi digital DJP melalui penggunaan teknologi informasi yang lebih

modern.
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C. Pembahasan

a. Contoh Kasus PPh Pasal 21 pada PT Great Bay Shipyard

Untuk memberikan gambaran mengenai penerapan administrasi PPh Pasal 21

melalui sistem Coretax, penulis menyajikan simulasi perhitungan terhadap dua jenis

pegawai, yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap diwakili oleh staff

finance yang menerima penghasilan secara teratur setiap bulan berupa gaji dan

tunjangan, sedangkan pegawai tidak tetap diwakili oleh helper yang menerima

penghasilan berdasarkan jumlah hari kerja dalam satu masa pajak.

1. Meila Antartika merupakan pegawai tetap yang menjabat sebagai finance PT Great

Bay Shipyard. Ia telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), berstatus Tidak

Kawin dan 0 tanggungan (TK/0). Meila menerima gaji pokok sebesar Rp6.500.000 per

bulan, tunjangan jabatan sebesar Rp3.000.000, serta dikurangi iuran BPJS

Ketenagakerjaan sebesar Rp60.000. Dengan demikian, total penghasilan bruto yang

diterima dalam satu bulan adalah sebesar Rp9.440.000. Pada sistem Coretax secara

otomatis menentukan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang sesuai berdasarkan status

PTKP dan jumlah penghasilan bruto. Berdasarkan perhitungan di Coretax, penghasilan

Meila sebesar Rp9.440.000 termasuk dalam kelompok penghasilan yang dikenakan

Tarif Efektif Bulanan (TER) sebesar 1,75%. PPh Pasal 21 yang harus dipotong

perusahaan dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak sebesar Rp9.440.000

dengan tarif efektif 1,75%, sehingga diperoleh PPh Pasal 21 terutang sebesar

Rp165.200. Dengan demikian, penghasilan bersih yang diterima Meila setelah

dikurangi iuran BPJS Ketenagakerjaan dan PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp9.274.800.

Setelah seluruh data diinput pada sistem, data lalu disubmit dan diterbitkan untuk

menjadi dasar dalam penyusunan SPT Masa PPh Pasal 21.

2. Rian Kasim merupakan pegawai tidak tetap yang bekerja sebagai helper lapangan.

Rian menerima upah harian sebesar Rp300.000 dan bekerja selama 14 hari dalam satu

bulan. Dengan demikian, total penghasilan yang diterima selama satu bulan adalah

sebesar Rp4.200.000. Berdasarkan PMK Nomor 168 tahun 2023, pegawai tidak tetap

yang menerima upah harian sampai dengan Rp450.000 per hari dikenakan Tarif Efektif

Harian sebesar 0%. Dalam sistem Coretax, perusahaan tetap menginput data pegawai

seperti NIK, status PTKP, masa pajak, jenis pegawai tidak tetap, serta besar upah yang
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diterima. Setelah data diinput, sistem secara otomatis melakukan validasi dan

menghasilkan nilai PPh Pasal 21 sebesar Rp0 karena penghasilan yang diterima masih

berada di bawah batas penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak. Setelah

seluruh data diinput pada sistem, data lalu disubmit dan diterbitkan untuk menjadi

dasar dalam penyusunan SPT Masa PPh Pasal 21.

b. Analisis Pelaksanaan Sistem Administrasi PPh Pasal 21 PT Great Bay Shipyard

Berdasarkan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 pada pegawai tetap dan pegawai

tidak tetap, terdapat beberapa perbedaan dalam proses administrasi perpajakannya

seperti pada perhitungan bruto dan penetapan tarif PPh Pasal 21, serta penginputan PPh

Pasal 21 melalui Coretax. Selain itu, terdapat perbedaan signifikan juga dalam proses

administrasi setelah dan sebelum menggunakan Coretax terutama pada tahun 2023 ke

bawah dalam penginputan PPh Pasal 21, pembuatan bukti potong, penyetoran, dan

pelaporan PPh Pasal 21.

Penulis menjadikan penggunaan e-SPT dan DJP Online untuk tahun 2023 ke bawah

sebagai perbandingan dengan sistem Coretax yang sudah diterapkan mulai tahun 2025

dikarenakan administrasi PPh Pasal 21 PT Great Bay Shipyard untuk tahun 2024

menggunakan sistem e-Bupot 21/26 pada DJP Online yang di mana sudah merupakan

tahap transisi menuju modernisasi (DJP, 2024) yang kemudian diintegrasikan ke Coretax

sehingga antara sistem e-SPT dan DJP Online dengan sistem Coretax terlihat peningkatan

efisiensi yang lebih dominan.

(1) Pengumpulan dan Verifikasi Data Karyawan

Langkah awal yang dilakukan dalam administrasi PPh Pasal 21 adalah

pengumpulan dan rekapitulasi data gaji karyawan. Data yang diperoleh mencakup

identitas karyawan, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk

Kependudukan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta rincian komponen

penghasilan (Kemenkeu RI, 2023). Sistem yang digunakan PT Great Bay Shipyard

adalah Microsoft Excel sebagai media dalam pengumpulan dan pencatatan data

karyawan.
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Gambar 1. Data Karyawan

(2) Perhitungan Bruto dan Penetapan Tarif PPh Pasal 21

Dalam melaksanakan administrasi perhitungan bruto dan penetapan tarif PPh

Pasal 21 menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah dalam menghitung

komponen penghasilan serta mempermudah proses verifikasi sebelum diserahkan

kepada bagian finance & accounting PT Great Bay Shipyard. Berdasarkan pada contoh

perhitungan, bruto karyawan tetap dihitung dengan menjumlahkan seluruh

komponen penghasilan yang diterima rutin setiap bulan seperti gaji pokok, tunjangan

jabatan, tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan tunjangan lainnya sesuai

dengan kebijakan perusahaan, lalu dikurangi dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan atau

pinjaman karyawan (Kemenkeu RI, 2023). Data tersebut dicatat dalam sheet

Microsoft Excel yang memuat identitas karyawan, status perpajakan, serta rincian

komponen penghasilan. Hasil perhitungan penghasilan kotor tersebut kemudian

digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran PPh 21.

Gambar 2. Perhitungan Bruto dan Tarif PPh Pasal 21 Karyawan Tetap
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Sementara untuk karyawan tidak tetap, penghasilan bruto dihitung

berdasarkan jumlah hari kerja dikalikan dengan tarif upah harian sehingga diperoleh

total penghasilan bruto yang diterima karyawan dalam satu bulan (Kemenkeu RI,

2023). Kemudian hasil perhitungan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk

melihat apakah penghasilan karyawan tidak tetap tersebut dikenakan PPh 21 sesuai

ketentuan PMK No. 168 tahun 2023.

Gambar 3. Perhitungan Bruto dan Tarif PPh Pasal 21 Karyawan Tidak Tetap

(3) Pemotongan PPh Pasal 21

Setelah pajak terutang diperoleh, berikutnya adalah pemotongan PPh Pasal 21

masa dari penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bagian finance & accounting PT

Great Bay Shipyard. Pemotongan dilakukan bersamaan dengan proses penggajian

dan dicatat sebagai kewajiban pajak perusahaan (Kemenkeu RI, 2023). Setelah proses

pemotongan, selanjutnya PPh Pasal 21 akan diinput ke dalam sistem Coretax.

(4) Penginputan PPh Pasal 21 Melalui Coretax

Setelah proses perhitungan selesai, langkah selanjutnya adalah memasukkan

data perhitungan ke dalam sistem Coretax. Sistem Coretax digunakan untuk

memodernisasi administrasi perpajakan elektronik dan membantu proses pelaporan

pajak perusahaan secara digital (DJP, 2024).
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 Penginputan PPh Pasal 21 Masa Karyawan Tetap

Data penghasilan bruto karyawan yang telah dihitung menggunakan

Microsoft Excel selanjutnya dimasukkan ke dalam template Bukti Pemotongan

Bulanan Pegawai (BPMP) yang disediakan oleh Coretax. Data yang diisi dalam

BPMP meliputi masa pajak, NIK, status PTKP, jabatan, penghasilan bruto, dan

tanggal penginputan data. Setelah seluruh data terisi sesuai format yang

ditentukan, file BPMP diekspor melalui fitur Developer pada Microsoft Excel

untuk menghasilkan file yang sesuai dengan ketentuan impor Coretax.

Selanjutnya, file tersebut diunggah ke sistem Coretax melalui menu e-Bupot,

tepatnya pada fitur ”Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap”, sehingga data

karyawan dan perhitungan PPh Pasal 21 Masa dapat diproses secara otomatis

oleh sistem.

Dibandingkan dengan sistem sebelumnya pada tahun 2023 ke bawah

yang menggunakan e-SPT dan DJP Online, proses pengisian data PPh Pasal 21

melalui Coretax memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Pada sistem DJP

Online, pengguna harus melakukan input data karyawan dan perhitungan pajak

di menu isi SPT pada aplikasi e-SPT terlebih dahulu, kemudian melakukan

ekspor data untuk kebutuhan pelaporan di DJP Online. Perbedaannya terdapat

pada posisi penginputan data karyawan, penghasilan, dan jumlah pajaknya

yang dimana dalam e-SPT karyawan yang memiliki PPh dipotong akan

dimasukkan ke dalam kolom data A, sementara karyawan yang tidak memiliki

PPh dipotong akan dimasukkan ke dalam kolom data B. Sedangkan untuk

Coretax, data karyawan tetap yang memiliki PPh dipotong maupun tidak akan

dimasukkan ke dalam menu data yang sama.
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Gambar 4. Penginputan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Melalui Coretax

Gambar 5. Penginputan PPh Pasal 21 melalui e-SPT

 Penginputan PPh Pasal 21 Masa Karyawan Tidak Tetap

Data penghasilan bruto karyawan tidak tetap yang telah dihitung

menggunakan Microsoft Excel selanjutnya dimasukkan secara manual ke dalam

Coretax melalui menu e-Bupot, tepatnya pada fitur ”BP 21-Bukti Pemotongan

Selain Pegawai Tetap”, sehingga perhitungan PPh Pasal 21 dapat diproses

secara otomatis oleh sistem. Data yang diisi ke dalam sistem meliputi masa

pajak, NIK, status PTKP, penghasilan bruto, jenis dokumen, nomor dokumen,

dan tanggal dokumen.

Sama halnya dengan karyawan tetap, dibandingkan dengan sistem yang

menggunakan e-SPT dan DJP Online, sebelumnya pengguna harus terlebih

dahulu melakukan input data karyawan dan perhitungan pajak pada aplikasi e-

SPT. Perbedaannya terdapat pada posisi penginputan data karyawan,

penghasilan, dan jumlah pajaknya yang dimana dalam e-SPT karyawan yang

memiliki PPh dipotong akan dimasukkan ke dalam kolom data A, sementara
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karyawan yang tidak memiliki PPh dipotong akan dimasukkan ke dalam kolom

data B. Sedangkan untuk Coretax, data karyawan tidak tetap yang memiliki PPh

dipotong maupun tidak akan dimasukkan ke dalam menu data yang sama.

Gambar 6. Penginputan PPh Pasal 21 Karyawan Tidak Tetap melalui Coretax

(5) Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 21

Setelah proses penginputan data PPh Pasal 21 selesai, perusahaan

menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dari penghasilan karyawan

(Kemenkeu RI, 2023). Pada sistem Coretax, pilih fitur SPT lalu klik konsep SPT dan

tentukan jenis pelaporan pajaknya yaitu PPh 21/26, kemudian pilih masa pajaknya.

Setelah konsep SPT berhasil dibuat, klik posting SPT. Data pemotongan PPh Pasal 21

karyawan tetap dan karyawan tidak tetap yang telah diinput melalui menu e-Bupot

PPh Pasal 21/26 akan terbaca secara otomatis oleh sistem Coretax. Penyetoran

dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik menggunakan kode billing yang

akan terunduh secara otomatis setelah pelaporan SPT dikirimkan. Sesuai dengan

peraturan perpajakan, pembayaran PPh Pasal 21 harus dilakukan paling lambat

tanggal 15 bulan berikutnya setelah periode pajak berakhir dan untuk bukti

pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui Coretax akan secara otomatis terkirim
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setelah pembayaran dilakukan (DJP, 2025).

Gambar 7. Tampilan Pelaporan SPT PPh Pasal 21 Masa melalui Coretax

Sebelum penerapan Coretax khususnya pada tahun 2023 ke bawah, pelaporan

PPh Pasal 21 dilakukan menggunakan fitur e-Filling di DJP Online. Pada sistem

tersebut, data pemotongan terlebih dahulu diinput ke dalam aplikasi e-SPT untuk

menghasilkan file CSV. Setelah itu mengakses DJP Online secara terpisah dan

melakukan pelaporan melalui fitur e-Filling dengan mengunggah file CSV. Selain itu,

proses pembayaran pajak dilakukan melalui layanan bayar pada menu e-Billing di DJP

Online.

Gambar 8. Tampilan Awal Pelaporan PPh Pasal 21 melalui e-Filling

(6) Penyimpanan Dokumen Bukti Pelaporan Pajak

Setelah proses penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 selesai, dilakukan

penyimpanan dokumen bukti pelaporan pajak sebagai bagian dari administrasi

perpajakan perusahaan. Dokumen yang disimpan meliputi Bukti Penerimaan

Elektronik (BPE), bukti pemotongan, dan SPT Masa PPh Pasal 21. Penyimpanan

dokumen dilakukan untuk memastikan ketersediaan arsip yang dapat digunakan
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sebagai bukti kepatuhan perpajakan apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan

pajak, maupun kebutuhan administrasi perusahaan lainnya.

Pada sistem Coretax, tampilan yang mencakup bukti pelaporan PPh 21 dapat

dilihat pada menu ”SPT Dilaporkan”. Sedangkan pada sistem e-Filling DJP Online,

tampilan yang mencakup bukti pelaporan PPh 21 dapat dilihat pada menu ”Arsip

SPT”. Keduanya memiliki perbedaan di mana Coretax mencakup pelaporan tidak

hanya PPh Pasal 21 melainkan juga PPN, SPT Badan, dan yang lainnya.

Gambar 9. Bukti Pelaporan PPh Pasal 21 melalui Coretax

Gambar 10. Bukti Pelaporan PPh Pasal 21 melalui e-Filling
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D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan sistem administrasi Pajak Penghasilan Pasal

21 di PT Great Bay Shipyard, dapat disimpulkan bahwa proses administrasi pajak telah

dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan dan verifikasi data karyawan,

perhitungan bruto dan penetapan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21, pemotongan pajak,

input data ke dalam sistem Coretax, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal

21, serta penyimpanan dokumen bukti pelaporan pajak. Dalam praktiknya, Microsoft

Excel masih digunakan sebagai alat bantu untuk mengelola data karyawan dan

menghitung penghasilan kotor sebelum data dimasukkan ke dalam sistem Coretax.

Pemerintah mengubah sistem dari e-SPT dan DJP Online menjadi Coretax untuk

memodernisasi administrasi perpajakan. Sistem baru ini mengintegrasikan seluruh proses

bisnis pajak seperti pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pemeriksaan dalam satu

aplikasi yang lebih transparan, akurat, dan efisien. Penerapan Coretax memberikan

banyak perubahan dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang menggunakan e-SPT

dan DJP Online. Dalam sistem sebelumnya, proses administrasi Pajak Penghasilan Pasal

21 dilakukan melalui beberapa sistem yang berbeda, sehingga dalam pembuatan bukti

potong, penyetoran, dan pelaporan dilakukan secara terpisah. Melalui Coretax, seluruh

proses administrasi PPh Pasal 21 menjadi lebih efisien karena penginputan data,

pembuatan bukti potong, perhitungan pajak, penyetoran, dan pelaporan dapat dilakukan

dalam satu sistem. Dengan demikian, implementasi Coretax di PT Great Bay Shipyard

dinilai telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi PPh Pasal 21

dibandingkan dengan sistem e- SPT dan DJP Online.

Meskipun implementasi sistem administrasi PPh Pasal 21 telah berjalan lancar,

perusahaan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti perubahan data tenaga kerja

yang sering terjadi, perbedaan perlakuan perhitungan antara karyawan tetap dan pekerja

kontrak harian, serta masalah teknis pada sistem Coretax, seperti kesalahan atau

gangguan server. Tantangan-tantangan ini mengharuskan dilakukannya pengecekan ulang

terhadap proses administrasi dan koordinasi yang efektif.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, beberapa upaya yang bisa dilakukan

antara lain melakukan verifikasi data karyawan secara berkala, serta melakukan

koordinasi antara staff konsultan pajak dan staff finance & accounting dalam setiap
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tahapan administrasi PPh Pasal 21. Secara keseluruhan, implementasi sistem administrasi

PPh Pasal 21 melalui Coretax di PT Great Bay Shipyard telah mendukung upaya

perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, akurat, dan

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini telah

memberikan pemahaman dan pengalaman praktis kepada penulis mengenai penerapan

administrasi perpajakan, khususnya dalam mengelola PPh Pasal 21 pada perusahaan-

perusahaan di sektor galangan kapal.
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